BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR %!t TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIINKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

. a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (l}

" Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4

Menimbang

Tahun 2016 lentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar

menjaci  Satusn Pendidikan Nonformal Sejeniy, ptrlu

dilaksanakan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar

Kegiatan Belajar Kabupaten Simalungun mernjadi Satuan
, Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten
! Simalungun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sabﬁgaimana dimaksud
dalam, hurul a, perlu menetapkan Perafuran Bupati
Simalungun lentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Telnis
Sanggar Keplatan Belajar menjadi Sartuan FPendidikan
Nonformal  Banggar  Kegiatan Belajar Kabupaten

Simalungun. -

Mengingat 1. Undang-Undang Nemer 7 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupa‘ten—l{a'bupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

. [Lembaran Negara Rapublik' indonesia Tehun 1956 Nomoer
58, Tambpahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 1092), '



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 3istem
Pendidikan MNasional - {Lembaran Negara  Republil
Indonesta Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4301);

Undang~Undéng Mameor 12 Tahun 2011 Teniang
Pembentukan Peraturan Pcrundang-undnnignn (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tuhun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republii
Indonesia Nomor 5494);

Unda_;xg-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang
Pemerintahan Daergh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua
Atas Undapg-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemor o8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Normor o674, .

Peraturan Pemerintali Nomor 19 Tuhun 2005 Ln:ntﬁng
Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Rei:uhlilc Indonesia Nomor 4593) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua alas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12,

13,

14.

135.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48630;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Repuolik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864}1;

Pernturan Pemerintah Nomar 17 Tohun 2010 rentang
Pengeloluan dan Penyclenggaraan Pendidikan {Lembaran-
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor Erﬁl Tahun 2010 tentang Perubahan

_atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fendidikan (Lembaran
Negara Republik Ind:}nrlzsia Noror 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nemor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomeor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonlformal, .

Peraturan Menteri Penéiidikan dan Kebudayaan Nomer 11
Tahun 2015 tentang QOrganisasi dan Tata Kerja
Kementerion Pt:ndidikuln daon Kebudoayoun, |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4

Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar

menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Serl
D Nomor.4). ‘



———

Menetaphkan :

MEMUTUSHAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT
PELAKSARNA TEKNIS BANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADL SATUAN PENDIDIKAN NONFORBAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN SIMALUNGUN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun; !

2. Pemerintah Daerah adalah DBupati sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahaan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan duerah olonom;

3. Bupati adalah Bupati Simalungun;

4, Dinas Pendidikan yang Sﬂlé.njutn}ra disebut Dinas adalah
Dinas Pendidikan Kabupatén simalungun;

5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala
Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Simalungun;

6. Sangpar Kegiaten Belajar yang selanjutnya disingkat SKB
adalah Sanggar Kegiatan Belajar Ks;.bupatf:n Simalungun;

7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut
Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan nonformeal;

8. Program Pendidikan Nonformal selagjutnya disebut
Program PNF adalah layanan pendidikan yang
diselenggarakan unruk -memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak
usia  dini, pendidikan  kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan keterampiian dan pelatihan kerja, pendidikan
kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untul

mengembangkan kemampuan peserta didik;



9. Pendidik di Satuan PNF adalah Famong Belajar, Tutor,
Fasilitator atau sebutan lain yang relevan yang mermiliki
tugas utarna  melakukan  kegiaman  pembelajaran,
pembimbingan don pelatihun;

10. Tenaga kependidikan di Sawwan PNF adaleh tenaga
administrasi, pustakawan, laboran, teknisi serta penata

teknik informasi.

BABII
ALIH FUNGSI
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupatl ini Unit Pelaksana Teknis SKB
dialihfungsikan menjadi Satuan PNF 5KB, i:

Fasal 3

%\

Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis SKE menjadi satuan PNF

SKB diatur dengan ketentuan sebagal berikut .

a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur satuan PNF
yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten
simalungun,

b. tugas pokok dan fungsi SKB sebagal UPT diubah menjadi
tugas pokok dan [ungsi Samian PNF; '

c. Kepala SKB sebagai jabatan struktural UPT diubah
menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar,

d: Kepala Subbagian Tata Usaha SKEB sebagai jabatan
struktural UPT diubah menjadi jabatan pelaksapa atau

jabatan fungsional umum yang mengurusi Urusan Tara
Usaha, dan | '

e. Sarana dah prasarana yang dimiliki 8KB sebagai Unit
Pelaksana Teknis diubah rrlxenjadi Sarana dan Prasarana
Satuan PNF.

Pasal 4

Satuan PNF SKE secbagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
perhalk

a. memperaleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional,



b, memperoleh alreditasi dari Badan Akreditasi Nasional:
dan
¢. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah 'serta

pihalk lain yang tidak mengikar.

Pasal 5

Satuan PNF 5KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dapat;

a. mﬂnyclcngéamkan Ujian Nasionul Pendidikun Kesetaraan
dan/arau uji kompetensi Program PNF sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. mencrbitkan jjazah dan/atau sertifikal komptensi bagi

peserta  didik  sesuai  dengan lketentuan peraturan

perundang-undangan.

|
BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN PROGRAM
Pasal 6

(1) Satuan PNF SKB berksdudukan sebagal Satuan PNF SIB
pada linglup Dinas Pendidikan,

{2} Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diber] tugas
tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.

Pasal 7

Satuan PNF SKB memiliki lugas menyelenggaraokan prﬂgra

pendidikan nonformal.
Pasal §

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Saluan PNF S8KB menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan Program PNF:

b, penyelenggaraan Prograrmi  Percontohan  Pendidikan
Nonfc:rrn'al;

¢ pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakar di bidang

pendidikan nonlormal;



e ——a

e —

d.

L

pelaksanaan dan pembimbingan hubungan kerja sama
dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan

pelaksanaan administrai pada Satuan PNF SKB.

Pasal 9

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

melaksanalkan Program sebagai berikuc :

a
b,

= oo

o @

11}

(2)

pendidikan kecakapan hidup;

pendidikan anak usia dini

pendidikan kepemudaar;

pendidikan pemberdayaan perempuan;

pendidikan keaksaraan;

pendidikan kelerampilan dan pelatihan kcr,jul:;

pendidikan kesetaraan; dan

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembanglan

kemampuan peserta didik,

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatn
Struktour Organisas!
Pasal 10

Susunan organisasi Satuan PNF alih fungsi dari SKBE
terdiri atas :

a, Kepala; .

b, Urusan Tata Usaha; dan

c. Kelompol Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Drganisae.'i UPT Batuan PNF Sanggar
Kegidtan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran
] yang merupakan bagian. yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati [ni.



Bapian Kedua
Kepala
Pasal 11

(1) Kepala Satuan PNF SKB diangkal dari jabatan fungsicnal
pamong belajar pada Satuan FNF SKB.
(2) Kepala Batuan PNF SKB dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dibantu oleh pelaksana atau jabatan lungsional

umum yang mengurusi, Urusan .Tara Usaha, Pamong
Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya.
i3] Kepala Satuan PNF SKB berkedudukan di bawah dan

bertangpung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Hetiga

Urusau Tata Usaha

Pasal ;2

o (1] Urusan Tata Usaha dllaksanal-:an cleh pelaksana atauw
Jahatan fungsmn.—ll Hmum dan jebuten fungsional lainnya
yang berada di bawah dan b:rtﬂnggungjuwab kﬂpada

Kepala Satuan PNF SKE

(2} Urusan Tata Usaha mempunyat tugas melaksanakan
Tugss keplala Satuan PNF SKB di bidang perencanaan,
kepegawaian, Kkesiswaan, keuangaan, evaluasi dan
'pealaporlan, perpustakaan kearsi[ﬁan, kehumasan,

administ'rasi _Persuraran, rumah tangga dan

pcriengkapan / tugas admims rasi pada satuan PNF SKB.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

{1} Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan PNF SKB
terdiri dari pamong belajar, dan jabatan lungsional yang
menunjang penyelenggaraan program pendidikan anak

- ——

usia dini dan pendidikan masyarakal.



T

(2] Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan

lungsional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF
SKB, |

Pasal 14

{1} Kﬂl_ompak Jabatan  Fungsionol mempunyal lugas
melaksanakan wgas khusus denpan bidang keahliannya
yang diberi tupas dan tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan
pembinaan, pendampingan, pﬂmbuata.ﬂrl percantohan
pengembangan  kurikulum, pengembangan — model,
pengembangan profesi, pengkajian program dan penilaian
Pendidikan Nonformal serta pengalbdian masyarakat.

(2] Jabatan Funpsional terdiri dari sejumlah tenapga dalam
jenjang jabatan fungsional dari Pameomg Belajar dan
Kelompele Jabatan Fungsicnal Lainnya sesual bidang

keahlian.

Bagian Kelimn
Pepgangkntan dan Pemberhentian dalam Jabatan
Pasal 15
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan PNF SKB
dan Jabatan Fungsional pada 9atuan PNF SKB diangkal dan
ditetapan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan
ketenfuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAE V
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 16

Penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana di Saruan
PNF SKB disesuaikan dengan Kketentuan dan peraluran

perundang undangan yang berlalku.



_ BAB VI
| KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

pejabat yang ada masih etap melaksanakan tugasnya sampaj
dengan dite tapkannya Kepala Satuan PNF definitif,

BAR vII
PENUTUPR
Pasal 18

Pada saat Reraturag Bupati ini mulaj berlaku, Pasy| dan/atau
bagian Pasal yang mengatur mengenai UPT E;KB dan
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini pada Peraturan
Bupati Simalungun  Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Pasal 19

Peraturan Bupati  ini myigg “berlalmy pada  tangga]
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati inj dengan penempatannya
dalam Berita Daerah kg bupaten simalungun,

Ditetapkan dj Pamatang Raya

Fada tanggal 21 Pguthge amy
BUPAT] EII‘-'I&LUNGUN,

dto
J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pama tang Raya
pada tanggal 21 Bdushus 2017

SEHRETARISHDS oH HABUPATEN SIMALUNGUN




LAMPIRAN [ PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR © 9 The 2of7
TANGGAL 21 fgushv 2017 |
TENTANG : ALIH FUNGS! UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN

BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN

NONFORMAL

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN SIMALUNGURN,

STRUKTUR ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (BKB)
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPALA

i—-—; URUSAN TA”

I KELOMPOK JABATAN
| FUNGSIONAL

FA TISARTA

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. BARA

Diundangzan di Pamatang Raya
pada ranggal 21 fueng 2017

<+
L
<o
SERITA DAERANRABYPATEN SIMALUNGUN NOMOR 312

GIH

TAHUN 2017
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